
 
 

 

 

 

 

LURAH GUWOSARI 

KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL 
 

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI 
 

NOMOR 21 TAHUN 2025 

 
TENTANG  

PENUJUKAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN  

TAHUN ANGGARAN 2025 
  

LURAH GUWOSARI, 
 
Menimbang :

  
 
 

 
 

a. bahwa dalam upaya memberikan arah landasan hukum 

bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 
pembinaan kepada masyarakat dan sebagai penjabaran 
dari hak otonomi Pemeritah Kalurahan perlu dibentuk 

Tim Perumus dan Penyusun Peraturan Kalurahan 
Anggaran 2025;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah 
tentang Penunjukan Tim Perumus dan Penyusun 

Peraturan Kalurahan Tahun Anggaran 2025. 
 

Mengingat   : 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339); 

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadu Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 75); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan 

Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 868 Tahun 2023); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus 

Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  145 Tahun 2023 

tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
1052); 



 
 

15. Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang 

Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);  

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 
Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 

52); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 
8); 

18. Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong 

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
2023 Nomor 7); 

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 
(Berita Daerah Kabupaten bantul tahun 2020 Nomor 87); 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang 
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, 
Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 
Nomor 129); 

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2022 Nomor 60); 
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program 
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14); 

24. Peraturan Desa Guwosari Nomor  5 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 

5); 
25. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12  Tahun 2020  

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari 
Tahun 2020 Nomor 12); 

26. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13  Tahun 2020  
tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran 
Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13); 

27. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 4 Tahun 2024 
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 

2025 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 4 Tahun 
2024); 

28. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 8 

Tahun 2024); 
 

 



 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

 
 
KESATU : 

KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PERUMUS DAN PENYUSUN 

PERATURAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025. 
 
Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Perumus 
dan Penyusun Peraturan Kalurahan Tahun Anggaran 2025. 

 
KEDUA  : Tugas, hak, kewajiban dan syarat-syarat lain yang mengatur 

mengenai Tim Perumus dan Penyusun Peraturan Kalurahan 

sebagaimana diktum KESATU mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.  

 
KETIGA : 

 

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini 

dibebankan pada APBKal Guwosari Tahun Anggaran 2025. 
 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 
Ditetapkan di Guwosari 

Pada tanggal 2 Januari 2025  
  

LURAH GUWOSARI 

 
 Ttd  

 
MASDUKI RAHMAD 

 

 

Tembusan  Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Yth. Ketua Bamuskal Guwosari; 

2. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan 
Sebagaimana mestinya; 

3. Arsip 

 

 
Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  

Kepala Urusan Pangripta,  
 

 

MIFTAKHUL KHASSANAH 

 

 
 
 

 
 



 
 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI 
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG 

PENUNJUKAN TIM PERUMUS DAN 
PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERUMUS DAN PENYUSUN PERATURAN 
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 

 

NO. NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 Masduki Rahmad, SIP Lurah Pembina 

2 Nur Hidayad, S.E Carik Ketua 

3 Miftakhul Khassanah, S,Hum Pangripta Sekretaris 

4 H.M.Nizar, BA Kamituwa Anggota 

5 Yudi Susanto, A.Md Tata Laksana Anggota 

6 Muhamad Taufik Jagabaya Anggota 

7 Arif Subawanto, A.Md Danarta Anggota 

8 Uswatun Khasanah, S.Si Staf Anggota 

 

Ditetapkan di Guwosari 

Pada tanggal 2 Januari 2025  

 

LURAH GUWOSARI 

           Ttd   

MASDUKI RAHMAD 


